PHEOWAN PERTIMIBANG AN PRESIDEN

PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR } TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENOMORAN DAN FORMAT NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Menimbang : a.

Mengingat 1.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

bahwa tata cara penomoran dan format naskah dinas di lingkungan
Dewan Pertimbangan Presiden belum diatur di dalam Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam
upaya mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman tata cara
penomoran dan format naskah dinas Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, periu diatur
tata cara penomoran dan format naskah dinas di lingkungan Dewan
Pertimbangan Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan
Pertimbangan Presiden tentang Tata Cara Penomoran dan Format
Naskah Dinas di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja
Dewan Pertimbangan Presiden dan  Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2007,

Keputusan Presiden Nomor 6/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019;

Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019,

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden;

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG TATA
CARA PENOMORAN DAN FORMAT NASKAH DINAS Dl
LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

Pasal 1

Tata Cara Penomoran dan Format Naskah Dinas di Lingkungan Dewan Pertimbangan
Presiden adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tata Cara Penomoran dan Format Naskah Dinas sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan ini merupakan panduan dalam penyusunan dan penomoran
naskah dinas di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 3

Format Naskah Dinas Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengacu kepada
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat perubahan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, O¢& Februari 2015

KETUA REEWAN gERTIMBANGAN PRESIDEN,

SRI ADININGSIH



Lampiran Peraturan

Dewan Pertimbangan Presiden
Nomor : '} Tahun 2015
Tanggal . ok Februari 2015

TATA CARA PENOMORAN DAN FORMAT NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

A. Surat Dinas Dewan

1. Pengertian
Surat Dinas Dewan adalah naskah dinas yang dibuat oleh Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden kepada pihak lain di luar lingkungan Dewan
Pertimbangan Presiden.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Surat Dinas Dewan
adalah Ketua dan atau Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau pejabat
lainnya yang diberi pelimpahan wewenang atau kuasa secara tertulis.

3. Susunan

a. Kepala

Bagian kepala Surat Dinas Dewan terdiri dari beberapa unsur berikut:

1) Kop Surat Dinas
Kop surat yang menggunakan Lambang Negara dan nama instansi
Dewan Pertimbangan Presiden ditandatangani oleh Ketua atau
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

2) Tempat dan tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas
tanpa diakhiri dengan tanda titik, sebaris dengan nomor surat.

3) Nomor, sifat, lampiran, dan hal ditulis di sebelah kiri dibawah kop surat
dengan huruf kapital pada setiap huruf awalnya.

4) KataYth. ditulis disebelah kiri dibawah hal, diikuti dengan nama
jabatan, nama dan alamat yang dituju.

b. BatangTubuh

Ketentuan penulisan batang tubuh Surat Dinas Dewan adalah sebagai

berikut:

1) Bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea
penutup.

2) Pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar dengan hal.

3) Setiap awal alinea diketik menjorok kedalam sebanyak 5 karakter.

4) Jarak antar baris adalah satu spasi, tetapi apabila isi surat relatif
sedikit, jarak antar baris dapat disesuaikan menjadi 1,5 atau 2 spasi.



c. Kaki

Bagian kaki Surat Dinas Dewan terdiri dari:

1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan
tanda baca koma(,);

2) tanda tangan Anggota Dewan;

3) nama lengkap Anggota Dewan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

4) cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;

5) tembusan, yang memuat nama jabatan penerima surat, ditulis
berurutan dengan angka Arab jika lebih dari satu, tanpa diakhiri
dengan tanda baca.

Catatan:
Butir a dan c diketik rata kiri di bagian kanan surat.

d. Penomoran

1) Nomor Surat Dinas Nasihat dan Pertimbangan Dewan, memuat:

(@)
(b)

C
d
e
f)
(9)
(h)
(i)

()
(k)

[ et Ay

Contoh:

SR
01

kode derajat pengamanan naskah dinas, yaitu SR Sangat
Rahasia, R Rahasia,atau B Biasa,

tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode
derajat pengamanan surat dengan nomor surat;

nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender;

garis miring (/),

kode Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

garis miring (/);

Kode Klasifikasi Arsip (KKA);

garis miring {/);

bulan (dalam angka latin);

garis miring (/);

tahun ditulis lengkap.

SR-01/Wantimpres/NP.00/01/2015

. Sangat Rahasia(derajat pengamanan naskah dinas)
- Nomor urut surat Sangat Rahasia dalam satu tahun
takwim/kalender

Wantimpres  : Kode jabatan Dewan Pertimbangan Presiden

NP.00

01
2015

. Kode Klasifikasi Arsip untuk Nasehat dan Pertimbangan
Dewan Pertimbangan Presiden

. Bulan ke-1(Januari)

: Tahun 2015

2) Nomor Surat Nastim Perorangan Anggota Dewan, memuat:

(a)

kode derajat pengamanan naskah dinas, yaitu SR Sangat
Rahasia, R Rahasia, atau B Biasa,;



(b)

(c)
(d)
(e)

)

(h)
(i)

0
(k)
()
(m)

tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode
derajat pengamanan surat dengan nomor surat;

nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender;

garis miring (/);

kode Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres);

garis miring (/);

Kode Anggota Dewan:

D.01 (Ketua/Anggota Dewan);
D.02 (Anggota Dewany;
D.03 (Anggota Dewany),
D.04 (Anggota Dewan);
D.05 (Anggota Dewan);
D.06 (Anggota Dewan);
D.07 (Anggota Dewan);
D.08 (Anggota Dewan);
D.09 (Anggota Dewan).
garis miring (/);
NP.O1 . Kode Klasifikasi Arsip untuk Nasehat dan
Pertimbangan Perorangan Anggota Dewan
garis miring (/);
bulan {dalam angka arab);
garis miring (/);
tahun ditulis lengkap

Contoh: R-01/Wantimpres/D.01/NP.01/01/2015

R
01

. Rahasia (derajat pengamanan naskah dinas)
: Nomor urut surat Rahasia dalam satu tahun
takwim/kalender

Wantimpres  : Kode jabatan Dewan Pertimbangan Presiden

D.01
KKA
01
2015

Distribusi
Surat Dinas Dewan disampaikan kepada alamat tujuan dan alamat
tembusan, seluruhnya dibubuhi cap sesuai dengan aturan penggunaan
cap yang berlaku.

- Kode Ketua Dewan

: Kode Klasifikasi Arsip
. Bulan ke-1(Januari)

: Tahun 2015

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Surat yang ditandatangani oleh Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden yang ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden
ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara.

2) Dalam hal Surat Dinas Dewan lebih dari satu halaman, kop naskah
dinas dengan Logo hanya digunakan pada lembar pertama.

3) Surat
wewenang atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.) dilakukan

Dinas Dewan yang ditandatangani dengan pelimpahan
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menurut pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang, dan pejabat pemberi wewenang diberikan tembusannya.
4) Jika Surat Dinas Dewan disertai dengan lampiran atau salah satu
kalimat di dalam isinya dapat diartikan mengantarkan berkas kepada
alamat yang dituju, pada kolom Lampiran disebutkan jumlah dengan
angka Arab atau satuannya saja dan tidak perlu ditulis kedua-duanya.

Contoh yang salah:

Lampiran : 2 (dua) lembar

Lampiran : 15 (lima belas) berkas
Lampiran : 22 {dua puluh dua) berkas

Contoh yang benar:

Lampiran : Dua Lembar
Lampiran : 2 Lembar
Lampiran : Lima Belas Berkas
Lampiran : 15 Berkas

5) Pemberian delegasi wewenang atau kuasa dalam pembuatan dan
penandatanganan Surat Dinas Dewan dilakukan secara tertulis.

6) Hal memuat pokok surat. Oleh karena itu, pokok surat harus
dirumuskan sesingkat mungkin, tetapi masih tetap dapat dimengerti
oleh penerima surat. Isi Hal ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa
diakhiri dengan tanda baca, dan tidak melebihi batas tengah kertas.

Contoh:

Hal : Penunjukan sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen

7) Tembusan Surat Dinas dibuat dengan cara memfotokopi surat asli
dan dibubuhi dengan cap dinas.

8) Untuk memudahkan caraka, alamat surat hendaknya ditulis secara
jelas, baik didalam surat maupun pada amplop dinas.

Format Surat Dinas Dewan
Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 1A, dan 1B.



CONTOH 1A FORMAT SURAT DINAS KELEMBAGAAN
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
(

Nomor : R-01/Wantimpres/NP.00/01/2015 Jakarta, x Januari 2015
Sifat . Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal © KX XXXXXXXXXXXXK
XXXXXXXKXXXXXXXXXKX

(

{

Yth. Presiden Republik Indonesia
Istana Negara Jakarta

Jalan Veteran No.16

Jakarta 10110

(
(

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX {alinea pembuka )X XXX XX xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKXXHX XX KX XXKXXXXKXX XXX XXXXHKOOOXXXXXXKXKKXKKXKIXXKKX XX XXX XHKXXXXXXKKXK
X XXXXOKXXXXXXXHXXHXXXHXXXKXXX XXX KXK XXX XXX XK XXKXXEK XXX XKXKXXXXXXKXXNHKX .

KXXXXXXXEHXXXKXXXX XX XXX XXX (alinea ISIXXAXXXXXXXXXXXIXXXXXXXX XXX XK XXX
XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (@linea  penutup)XxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKNXXXX
XXXXXXXXXX.

(
(
(

Ketua

Dewan Pertimbangan Presiden,
(

(

(

(

XXXXXXXXXXXXXNXXX

Tembusan:
Para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jalan Veteran lll No.2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801




CONTOH 1B FORMAT SURAT DINAS PERORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
(

Nomor : B-O1/Wantimpres/D.01/TU.02/01/2015 Jakarta, x Januari 2015
Sifat . Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal o XXX XXX K XXXXXXXXXXXX
XOXXXXXXKXXXXXXXXXXX

(

Yth. Menteri XxxxxX XXXXXXX
Jalan Xxxxx Xxxx No.Xxx
Jakarta Xxxxx

(

(

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alinea pembuka) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOKXXXXXXKXXXKXXXHEXXXKIKXXXXXX XXX XKXKXX XX XXX XXXK XXX
XXOOXXXXXXXX XX XXX XX XX XX XXHHX XX XK IXKXX XX XXX XXX XXX XXKXXKXXX .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alinea iSi) XXXXXXXXXXXXIHOOOOOKXXXXXXXXKKXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXHXEXKXHXXXXXXKKXKXXXXKXRKXKXKXHXX XXX KKHX XXX XX XX KX XX XKHXX XXX XXX
XXXXXXXHXXXHXXXXXXXXXXXHXXXXEXXHXXXXKXHXHXKXXXXXXKKXEXHXX KK KX KKK XKXHHKXXKAXKKX.

XOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alinea penutup) XXXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXXXX
XXHXXXXXXX.

(
(

(
Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden,
(
(
(
(

XXXOXXX XXX XXXXXXXXX

Tembusan:
Ketua dan Para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jalan Veteran Ill No.2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801




B. Surat Dinas Eselon | dan Il

1.

Pengertian

Surat Dinas Eselon | dan Il adatah naskah dinas yang dibuat oleh Eselon | dan
Il selaku pejabat yang berwenang untuk menyampaikan informasi kedinasan
kepada pihak lain di luar lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Surat Dinas ini
adalah Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Pejabat Eselon |I atau
pejabat lain yang diberi pelimpahan wewenang atau kuasa secara tertulis.

Susunan

a.

Kepala
Bagian kepala Surat Dinas Eselon | dan Il terdiri dari beberapa unsur
berikut:

1) Kop Surat Dinas
Kop surat yang menggunakan Logo Kementerian Sekretariat Negara,
dan nama instansi “Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden”.

2) Tempat dan tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas
tanpa diakhiri dengan tanda titik, sebaris dengan nomor surat.

3) Nomor, sifat, lampiran, dan hal ditulis di sebelah kiri dibawah kop surat
dengan huruf kapital pada setiap huruf awalnya.

4) Kata Yth. Ditulis disebelah kiri dibawah hal, diikuti dengan nama
jabatan, nama dan alamat yang dituju.

Batang Tubuh

Ketentuan penulisan batang tubuh Surat Dinas Eselon | dan |l adalah

sebagai berikut:

1) Bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea
penutup.

2) Pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar dengan hal.

3) Setiap awal alinea diketik menjorok kedalam sebanyak 5 karakter.

4) Jarak antar baris adalah satu spasi, tetapi apabila isi surat relatif
sedikit, jarak antar baris dapat disesuaikan menjadi 1,5 atau 2 spasi.

Kaki

Bagian kaki Surat Dinas Eselon | dan |l terdiri dari:

1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan
tanda baca koma(,);

2) tanda tangan pejabat;

3) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

4) cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;



5) tembusan, yang memuat nama jabatan penerima surat, ditulis
berurutan dengan angka Arab jika lebih dari satu, tanpa diakhiri
dengan tanda baca.

Catatan:
Butir a dan c diketik rata kiri di bagian kanan surat.

d. Penomoran

1) Surat Dinas Eselon | yaitu Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,
yang memuat:

kode derajat pengamanan naskah dinas, yaitu SR Sangat
Rahasia, R Rahasia, atau B Biasa;

tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode
derajat pengamanan surat dengan nomor surat;

nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender;

garis miring (/);

kode jabatan Sekretaris Dewan (Ses.Wantimpres);

garis miring (/};

Kode Klasifikasi Arsip;

garis miring (/);

bulan (dalam angka arab),

garis miring (/);

tahun ditulis lengkap

Contoh: B-01/Ses.Wantimpres/KKA/01/2015

B . Biasa (derajat pengamanan naskah dinas)

01 - Nomor urut surat Rahasia dalam satu
tahun takwim/kalender

Ses.Wantimpres : Kode jabatan Sekretaris Dewan Pertimbangan
Presiden

KKA . Kode Klasifikasi Arsip

01 : Bulan ke-1 (Januari)

2015 - Tahun 2015

2) Surat Eselon Il yaitu Kepala Biro, memuat:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(9

kode derajat pengamanan naskah dinas, yaitu; yaitu SR Sangat
Rahasia, R Rahasia, T Terbatas, atau B Biasa,;

tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode
derajat pengamanan surat dengan nomor surat;

nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender;

garis miring (/);

kode unit kerja Sekretariat Dewan (Set.Wantimpres);

garis miring (/);

kode unit kerja Biro Data dan Informasi (Dl) atau Biro Umum
(Um);



(h)  garis miring (/),

(i) Kode Klasifikasi Arsip;

)] garis miring (/);

(k) bulan (dalam angka arab);
) garis miring (/),

(m) tahun ditulis lengkap

Contoh B-01/Set.Wantimpres/Di/KKA/01/2015 atau
B-01/Set.Wantimpres/Um/KKA/01/2015
B . Biasa (derajat pengamanan naskah dinas)
01 : Nomor urut surat Rahasia dalam satu

tahun takwim/kalender
Set.Wantimpres : Kode Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Di : Kode Unit Kerja Kepala Biro Data dan Informasi
Um . Kode Unit Kerja Kepala Biro Umum
KKA . Kode Klasifikasi Arsip
01 . Bulan ke-1 (Januari)
2015 : Tahun 2015
Distribusi

Surat Dinas Eselon | dan Il disampaikan kepada alamat tujuan dan alamat
tembusan, seluruhnya dibubuhi cap sesuai dengan aturan penggunaan
cap yang berlaku.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Dalam hal Surat Dinas Eselon | dan |l lebih dari satu halaman, kop
naskah dinas dengan Logo hanya digunakan pada lembar pertama.

2) Surat Dinas Eselon | dan |l yang ditandatangani dengan pelimpahan
wewenang atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.) dilakukan menurut
pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang,
dan pejabat pemberi wewenang diberikan tembusannya.

3) Jika Surat Dinas Eselon | dan |l disertai dengan lampiran atau salah
satu kalimat di dalam isinya dapat diartikan mengantarkan berkas
kepada alamat yang dituju, pada kolom Lampiran disebutkan jumlah
dengan angka Arab atau satuannya saja dan tidak perlu ditulis kedua-
duanya.

Contoh yang salah:

Lampiran : 2 (dua) lembar

Lampiran : 15 (lima belas) berkas
Lampiran : 22 (dua puluh dua) berkas

Contoh yang benar:

Lampiran : Dua Lembar
Lampiran : 2 Lembar
Lampiran : Lima Belas Berkas
Lampiran : 15 Berkas



4) Pemberian delegasi wewenang atau kuasa dalam pembuatan dan
penandatanganan Surat Dinas Eselon | dan Il dilakukan secara tertulis.

5) Hal memuat pokok surat. Oleh karena itu, pokok surat harus
dirumuskan sesingkat mungkin, tetapi masih tetap dapat dimengerti
oleh penerima surat. Isi Hal ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa
diakhiri dengan tanda baca, dan tidak melebihi batas tengah kertas.

Contoh:

Hal : Penunjukan sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen

6) Tembusan Surat Dinas dibuat dengan cara memfotokopi surat asli dan
dibubuhi dengan cap dinas.

7) Untuk memudahkan caraka, alamat surat hendaknya ditulis secara
jelas, baik didalam surat maupun pada amplop dinas.

Format Surat Dinas Eselon | dan |l
Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 1C, 1D dan 1E.
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CONTOH 1C FORMAT SURAT DINAS
SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran I11, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3865092
Website: www.wantimpres,go.id

(
(

Nomor . B-01/Ses.Wantimpres/KKA/01/2015 Jakarta, x Januari 2015
Sifat . Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal D 00X KXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX KXXXXXXXXXXX

(

Yth. Deputi XxxXXxxxxx

Kemterian Xxoxxxx XXXxXXXXXXX

Jalan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx No. xx
XXXXXXX XXXXX

(

{

{

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alinea  pembuka)  XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXX XXX
XXXXXOCOKKXIXXKXXXXXXXXXXKXXXXHKOOOKIKKXIXXXXHXKHXXHXXEX XK XXX XXX KKK KKK XXKXXKK XXX
XXXXXXXXXKXEXXXXICXXXXXKEXXEXXXXHKICKXEKEXK XK EKXX KKK KXXHXEXEXXXXKKKXKKKXIXX.

XOOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (@line’  iSi)  XXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXKXXKXXXXXXXKXXXX
XXXXXXXXXXXXHXHXHXHXHXXHXXKXK KKK XXXXXXXHOHHEILLXEXXXXXKXXXIKXKKKXXXXXKHXHXKKKXKXKKX
XXXXXXXKXXXEKXXXHXOEK XXX XXX XK XXEXXHXKXKKX XXX XXX XXX XXX XX XK EXKX XXX KX

XOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alinea  penutup) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX  XXXXHNXX
XXXXXXXXXX.

(
(
(
(

Sekretaris

Dewan Pertimbangan Presiden,

(

(

(

(

XXXXXXXXX KXXXKXXXX




CONTOH 1D FORMAT SURAT DINAS
KEPALA BIRO UMUM

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran I11. Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3865092
Website: www.wantimpres.go.id

(

(

Nomor : B-01/Set Wantimpres/Um/KKA/01/2015 Jakarta, x Januari 2015
Sifat . Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal D RXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(

Yth. Direktur XxxxxxXXXXXXXXXXX
Direktorat Jenderal Xxxxxxxxxxx
Kementerian XxxxxxxXXxx

Jalan Xxxxxxxxx XxxXXXXXXXX

(

(

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (@linea  pembuka) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HXXXXXKXXXXKXKKHKXXXXXXKXEKIK XXX XXX XK KNOOKKEXXXKIXKXKXXX XXX XKKK I XXX XIIXXX
XXXXXXXXXXXXKKXKXXKXXXXXXXKXKXXXXKXKKKKHKEXKXHEX XXX XXKKIIXKK XK XK XKXKKKKXXXKX,

KXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX (@linea  iSi)  XXOKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXHXKIXXXXKK
XXXXXXXXXXXXKXKXXHXXXXXKXKXXXXXXXXXXKXXKEXKXKEEXXXXX KKK KKK XXX KKK KXXXCXXKKKX
XXXXXXXXKXXXXXXKICXXXXXXXKXIE XX XXX KXXXXKKKIKRXHK XK KXXXIXIKHXK KKK XXX

XXOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (@alinea  penutup) XXOMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XOXXXXXX
XXXXXXXXXX.

(
(
E
Kepala Biro Umum,
(
(

(
(

XXXXXXXXX KXXXXKXKX

12



CONTOH 1E FORMAT SURAT DINAS
KEPALA BIRO DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran I11, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3865092
Website: www.wantimpres.go.id

(
{

Nomor . B-01/Set.Wantimpres/DI/KKA/01/2015 Jakarta, x Januari 2015
Sifat . Biasa

Lampiran . Satu Berkas

Hal D XXO0OOKXX XXXXXXXXXXXXX

XXX KXXXXKXXXXXX
(
(

Yth. Direktorat Jenderal Kementerian Xxxxxx XxXxxxx
Jalan Xxoxxx Xxxxxxxx No. xx

Jakarta

{

{

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX {alinea pembuka) Xxxx)XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXKXXX XXX
XXXXKXXXXXXXXXKXXXKXXKXKXXXXX XX KIHKIXKKIXH XXX XX KXKXXKXXXXXXXXHXXK XXX KXXH KK KKK
XXXKXXXXXXOKXKXXXKXXKKXKXX KKK IXHKIKXXKEHXXXXXHHXXKXKXXXKXXXXXXXHXXKKKHIKKKXKKK .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (@linea  iSi)  XXXOOKXKXXXXXXXXXXK XXX XX XX XXX XXX
XXXXKXXXKXXXXXKXHXXKIXHXKIKKXXXXXKXICKKHXXXXXX XK XX XHXXXXXXHOOOOKXXXKKXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXHXXXXXXKK XXX XXXXXKHIXK XXX XXXHCHKHOHXEXKK KKK XXKKXX .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX {alinea  penutup) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX
XXXXXXXXXX.

(
(
(
(

Kepala Biro Data dan Informasi,

(
(
(
(

XXXXXXKXX KXXXXXX
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C. Memorandum

1. Pengertian
Memorandum adalah bentuk naskah dinas korespondensi intern Dewan
Pertimbangan Presiden dan pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Memorandum
adalah:

a.
b.
C.

d.
e.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;

Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

Staf yang diberi pelimpahan wewenang atau kuasa secara tertulis
oleh Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;

Pejabat struktural Eselon I,

Pejabat struktural Eseion Ill dan IV.

3. Susunan

Kepala

Bagian kepala Memorandum terdiri dari beberapa unsur berikut.

1) Kop Memorandum
(a) Memorandum yang ditandatangani oleh Ketua/Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden tidak menggunakan kop
naskah dinas dan hanya menggunakan nama instansi
“‘Dewan Pertimbangan Presiden”.

(b) Memorandum yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan
Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, dan Pejabat Struktural Eselon I
tidak menggunakan kop naskah dinas dan hanya
menggunakan nama instansi “Kementerian Sekretariat
Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden”.

2) Kata Memorandum diketik di tengah secara simetris,
menggunakan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran huruf
yang lebih besar sekitar dua point dari pada ukuran huruf isi
Memorandum.

3) Nomor diketik dibawah kata Memorandum dengan huruf awal
kapital.

4) Kata Yth., Dari, Hal, dan Tanggal ditulis mulai dari margin kiri di
bawah kata Memorandum secara berurutan ke bawah dengan
huruf awal kapital, diberi garis penutup mulai dari margin Kkiri
sampai dengan margin kanan.

Batang Tubuh
Batang tubuh Memorandum terdiri dari alinea pembuka, isi, dan
penutup yang singkat, padat, dan jelas.

. Kaki

Bagian kaki Memorandum terdiri dari tanda tangan, nama pejabat,
dan tembusan jika perlu.
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4. Penomoran dan Distribusi

a. Nomor Memorandum secara berurutan memuat:

1)
2)
3)

aof

L2

10)
11)

huruf M, singkatan dari kata Memorandum;

tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara huruf M
nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun
takwim/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0
(nol),

garis miring(/);

kode jabatan/satuan organisasi/unit kerja yang mengeluarkan
Memorandum {diatur lebih lanjut dalam Sub lampiran Peraturan
ini);

garis miring(/);

Kode Klasifikasi Arsip;

garis miring(/);

bulan (dalam angka Arab), untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan
angka O (nol);

garis miring(/);

tahun (ditulis lengkap).

Contoh 1 :Memorandum yang ditandatangani oleh Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden

Nomor M-01/Wantimpres/D.01/KKA/01/2015

M Singkatan dari Memorandum
01 Nomor urut Memorandum dalam satu tahun
takwim/kalender
Wantimpres . Kode jabatan Dewan Pertimbangan
Presiden
D.01 kode Anggota Dewan
D.01 (Ketua/Anggota Dewan),
D.02 (Anggota Dewany);
D.03 (Anggota Dewan);
D.04 (Anggota Dewan),
D.05 (Anggota Dewan);
D.06 (Anggota Dewan);
D.07 (Anggota Dewan);
D.08 (Anggota Dewan);
D.09 (Anggota Dewan).
KKA Kode Klasifikasi Arsip
01 : Bulan ke-1(Januari)
2015 . Tahun 2015
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Contoh 2 :Memorandum yang ditandatangani oleh Sekretaris
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Nomor M-01/Wantimpres/D.01/Ses/KKA/01/2015

M . Singkatan dari Memorandum

01 - Nomor urut Memorandum dalam satu tahun
takwim/kalender

Wantimpres . Kode jabatan Dewan Pertimbangan

Presiden

D.01 . kode Anggota Dewan

D.01 (Ketua/Anggota Dewan);
D.02 (Anggota Dewan),
D.03 (Anggota Dewan),
D.04 (Anggota Dewan);,
D.05 (Anggota Dewan};,
D.06 (Anggota Dewan);,
D.07 (Anggota Dewan);
D.08 (Anggota Dewan);
D.09 (Anggota Dewan).

Ses . Kode jabatan Sekretaris Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden

KKA . Kode Klasifikasi Arsip

01 . Bulan ke-1(Januari)

2015 . Tahun 2015

Contoh 3: Memorandum yang ditandatangani oleh Sekretaris
Dewan Pertimbangan Presiden

Nomor M-01/Ses.Wantimpres/KKA/01/2015

M . Singkatan dari Memorandum
01 : Nomor urut Memorandum dalam satu
tahun
takwim/kalender
Ses. Wantimpres © Kode Jabatan Sekretaris Dewan
Pertimbangan
Presiden
KKA . Kode Klasifikasi Arsip
01 . Bulan ke-1 (Januari)
2015 . Tahun 2015
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Contoh 4 : Memorandum yang ditandatangani oleh Kepala Biro
Umum dan Kepala Biro Data dan Informasi

Contoh: M-01/Set.Wantimpres/DI/KKA/01/2015 atau
M-01/Set.Wantimpres/Um//IKKA/01/2015

M . Singkatan dari Memorandum
01 : Nomor urut Memorandum dalam satu
tahun
takwim/kalender
Set.Wantimpres . Kode Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden
DI . Kode Unit Kerja Kepala Biro Data dan
Informasi
Um : Kode Unit Kerja Kepala Biro Umum
KKA . Kode Klasifikasi Arsip
01 . Bulan ke-1 (Januari)
2015 . Tahun 2015

5. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

a. Memorandum tidak dibubuhi cap dinas.

b. Tembusan Memorandum dibuat dengan cara memfotokopi
Memorandum asli, tanpa dibubuhi cap dinas.

c. Tembusan Memorandum tidak boleh sampai ke luar instansi Dewan
Pertimbangan Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara.

d. Nama yang menandatangani tidak perlu menggunakan gelar karena
Memorandum hanya digunakan secara intern di lingkungan Dewan
Pertimbangan Presiden.

e. Memorandum yang ditandatangani oleh pejabat Eselon Il dan
Eselon 1V tidak menggunakan nomor, tetapi dengan mencantumkan
kata /ntern di bawah tulisan Memorandum.

6. Format Memorandum

Format Memorandum dapat dilihat pada Contoh 2A, 2B, 2C, 2D, dan
2E.
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CONTOH 2A FORMAT MEMORANDUM
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
(

{
MEMORANDUM
Nomor M-xx/Wantimpres/D.01/KKA/01/2015
{
{

Yth. . Presiden Republik Indonesia
Dari : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Hal o KXOOOOOK XX XXX XXX KXK XXX XXX XXX XX XX XX XX XXX

Tanggal : xx Januari 2015

(

{
(

XXX

o — i~ — — —

Tem
1
2

KRIOXXXXXXXK XK XHXIOOKXXIXXXXEXXXXKXX, XXX XXXKKK XK XXX XXXKXKHXXXXXXXXXXXKNKK
= XXX XXX XXX XX,

XXXXOOOXKK XK XXXXXKKXKRKXXXKXXXXKXXXXKXXXK XXX KXKXKXK XX XX HOOKKKHXXKKX XX
LS I 0090000 ¢ 80000000000 00000000 0000800000008 ¢00009008008908 6000609409464
OO AXX XK XXX XXXXXX XXX XXX

XXHXXXXXKXXXKLXXHXXXXKLXXXKXXXXKXXXKXXXXK KKK XKXKXKK KKK XX XK XK KX XX
PO 00000 000090 00000009000 0000080000 00000 0000000800000 00079000040¢¢094844
F 00000000 00000000000 e 00000 00000¢998000900000d

KKK XXXKIOOXKHX XXX XXXXXXXHXXXXXXXKX LXK XXXXXXXKXXKXXXXXEKKX XX KN XX
AKX XXX XICKRKIKK XK XXXKXHKOCKRIXKX XXXXXXRXXXHIOKHXX XXX XAXXRXXX XXX
PO 0808800000000 0 0000000039000 00000000 ¢0009004

XXXXXXXHKEXXEXKHXXXXKXXXHXXKHXKIHXXKXKXHXXK XXX X

XXXXXHOOKXXXXXXXX XX
busan:
Menteri Sekretaris Negara
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SEKRETARIS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

CONTOH 2B FORMAT MEMORANDUM

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
{

(

(
MEMORANDUM
Nomor M-xxWantimpres/Ses/D.01/KKA/01/2015

(

Yth. . Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
Dari : Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Hal - XXXXXXXIKXXHXXKXKXXXXRIKXXXHXX XK XXX KK XXX XXKXKX

Tanggal : xx Januari 2015

(

(
(

KXXXXXXXXXXXXXKXXKXHXKHXKIXXXXKXXXKKK, XEXXKXKXHXKHXK XX KX XXX XXKXKIOXKXXKX

XOK=XXXHIXKXXXXXXXX XX

o~ p— p—

T
1
2

XXHHXKXXXXXXX XK XXX XKXKKHKLKXXKXXHKXXXKXKXIHXKE XXX XXKIOKXIIHKKXXXXXX
KRR XXX XA KHXK XX XXKAXIOKK KX XXAOOCKRAIE XKL X XXX XXXXXKXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
00O XK IR XXX XXX XXX XXX XXX

KXRXKXHXHXXXXIXXXXOOOOHKEXXKXXIXOXKXXXXKEXHXKEXXXXXIXHEKXHXXXXIKKXIKXXKXXX
XXOOOORKNRXHCNX XX XKHOOOOOKN XXX XKIOOKIOCKKXKKXXXX XXX XX IOCKKKHKXKX XX XK X
DOOOOEXX XX XXXXXXOXXIKOOCXXXXXXXXXXXKX XXX XXXXX
2O000KXXXXXXXXXKIOOOXKIXEXXKXXXXXXXHXKKXXIXXXXXXXXXXKIXXKXKXXXKKXXK XXX
2OOOEXRKHKXXXRXKRXR XX XXX XK XXX KIXKKXRXKXKXCCKXXXHOHKXX XXX XXXXXXXXXXXKXX
P00 990000089009 00009 9800000066040 6009¢48044

XXXXXXXHXXXXXXKXXHXXXXXKXLEXXKXXHXXXXXXKXXXKKXXXKX

XXRXXHXXXXKXKXKXXXKXX

embusan;

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden




CONTOH 2C FORMAT MEMORANDUM
SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
(

(
MEMORANDUM
Nomor M-xx/Ses.Wantimpres/KKA/01/2015
(
(
Yth. : Deputi XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Dari . Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
Hal © XXXXXXXKXKXXXIK XXX KXXXXXXK XXX XXX

Tanggal : xx Januari 2015

(

(
(

KXXXHXXIHXXXXHXCHKXXHXXHXIKK XXX XXXXK, XXXKIHXIOKX XXX XXXKXKIOKXX XXX XK XKKHX

XXX=XXXXXXXXXXXXXXXXK.

o~ o~~~ —

Tem
1
2

XXXOOOKXXXXXXXXKIXXXXKXKKXXXKXXIOCKXXEXXXRXXXKHKKX KKK XK KXKX IO XXXXXK
XXX XXXXXIXAIXXXXXX XXX XXX XXX XXXKXX XXX XX XXX
XXX IO XXX XXX XXX XX XXX XX

HXNXXXHHXX XXX XIHXHXXXHHXXXIKKX XXX XXXXKHXXXHKXXXXKXKXKXXX XX XXX XXX XX XXKXKHXX
P8 S00 0P PO P PO PIPI Ot OII PP eI 000 090000000000 80¢00 800040000640 0d
P800 0000900008000 080 00099000000 000090000004¢d

JOXKOCXXXHXXX KX XKXXXOOHXKXXXXXXXXXKXXXXKXXKXXXXIXXXXXHXXXXKHKXXKX XX
J 8300009000 ¢¢e000 ¢ ¢000009 0000 ¢ 0000800000000 ¢0e00800008900090099609064¢¢4
XXX XXX XX XXX KX XXX XXX KX XXX

KXXKHXKHX XXX XX XHHXKXXXHHCKXXKHXXXHXXKHXXHXXKXXXKXX,

XXXXXXXHXKK XXXXXXXKXX
busan:;
Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
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CONTOH 2D FORMAT MEMORANDUM
KEPALA BIRO UMUM

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(

(

(
MEMORANDUM
Nomor M-xx/Set Wantimpres/Um/KKA/01/2015
(
(

Yth. : Kepala Biro Xxoxx XXxXxxxx

Dari : Kepala Biro Umum

Hal & XXX XXX XK XXXXXOOK XXX XXX XXX X XX XXX

Tanggal : xx Januari 2015

(

{

{

XXXXXXXXHXHXKX XXX IR XXXXXXXXHXXXKXK, XXXXXXXXK XXX XXX IHXHXKXKXXXKXAKXXKX

XXX-XXXXXXXKXXXXXXKXXX.

1. XKO000XXXXXXXKXXXXXXICKKIHXIOXHXKIXKXIXXXRIXXXXXKNOEXKKXXXK XX KXXKIHKXKXXXX
XXIXKIOXXXX XX IXXIOOKX XXX XXX XKXXXXXXXXXXXHXHKKXK XXX XXX XKXXKIKKXX
XXXXXXICEXX XXX X IHXXXKKKX XXX XXX XXX XKXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXXXXXXXXHXHXXXXKKXXXXXXKHXOKXXXKKXXXKXKXXHXKKKKXRKK XK KKK KIOKXKXX XX
XXXX XXX XX KHHXXEXXXXXEKXKXKEXHKKKXEXKXKXXXXXXHKKKIXK K KX KX KHXKXKIKHHX KKK
D300 0 0000000090600 0000080000808 099969484499948

3. XXOCXXXXX XXX XX KHXXXKKXKIKEKXKHKXKXKKKKXXXXXKHXXXXKXXKXCOEXHXKK XXX KX
XOOOKXXXXXXHXXXXXXXKKXKIOKXXXXXXXXXXKXXXHXHXXKXXXXKXXXXXXXKNXXXKXKXX
XXXHXHXXXXXXXXXX XXX XK KX XXX XXHHXXHXXXXKXXXXKXXKXK .
KXXXXHXOXXXKXXXKEXKHXKXXXKXKXKK KKK XXX IKKXXXXKK.

(

(

(

(

(

(

(

XXXXXXXXXKXXXXXXKXXXX

Tembusan:

1. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
2.
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CONTOH 2E FORMAT MEMORANDUM
KEPALA BIRO DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(

(

{
MEMORANDUM
Nomor M-xx/Set. Wantimpres/DifKKA/01/2015
{
{

Yth. : Kepala Biro Xxxxx Xxxxxxx
Dari : Kepala Biro Data dan Informasi
Hal 7 KXXXXXXKHHXXXXHK XXX KKK XXX XX XXX

Tanggal : Xx Januari 2015

(

(
{

XXX

1.

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
= XXX XXX XXX XX

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCKXHXIXHKHKXK KX XXHXHKXEX KK KXXXXKXK XK XIXHXKXKXK KKK XK XX IOOOKKK X
2OXXREX IR HKEKXIXHOOEKX XX XK XXXHXXKXXXXXX XX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXRHIXOKKXKHXXXXHXXKX KKK KXXKXKIHXKXXIHKXXXXXHXXKKIXKX XXX XKXXXEXXXXX
XXX KXXXKLXHXK XK AKX IIOEKH XK KKK XXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXHXX XXX KHKXKKK KX XX XK XHCKKKXXKXXXKX XK KKK XHXKXXXEXXXHXKX
XXRXXXXKHXOOXK XK XX IO IOOCXIK KKK XX XXX XXX

XXXXHXXXXXXXXKXKXXXXXHEXKXXKXEXXXHXKXXKX XXX XXX

XXXXXXKOKXXXXXHXKXXX

Tembusan:
1.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
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D. Naskah Dinas Arahan

Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan tugas/kegiatan di Lingkungan Dewan

Pertimbangan Presiden. Jenis naskah dinas pengaturan meliputi beberapa
jenis naskah dinas berikut.

a. Peraturan

1)

2)

3)

Pengertian

Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat
kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh satuan
organisasi/unit kerja di Dewan Pertimbangan Presiden, dan dapat
merupakan dasar bagi naskah dinas lainnya

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Peraturan adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Peraturan terdiri dari beberapa unsur berikut.

(1)Kop naskah dinas menggunakan Logo Dewan
Pertimbangan Presiden dan nama Jabatan.

(2)Kata Peraturan dikuti dengan nama jabatan Ketua Dewan
Pertimbangan Presiden, diketik dengan huruf kapital,
diletakkan secara simetris minimal dua spasi dibawah
nama jabatan.

(3) Nomor diketik satu spasi di bawah kata Peraturan secara
simetris dengan huruf kapital.

(4) Kata penghubung tentang diketik satu spasi dibawah
nomor dengan menggunakan huruf kapital, diletakkan
secara simetris.

(8) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital, diletakkan
satu spasi di bawah kata tentang secara simetris.

(6) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa diketik dua spasi
secara simetris dibawah judul Peraturan menggunakan
huruf kapital.

(7) Nama jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
diketik dengan huruf kapital, diletakkan dua spasi di bawah
tulisan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diakhiri
dengan tanda baca koma (,).

b) Konsideran

Konsideran diketik dua spasi dibawah nama jabatan, yang

secara berturut-turut terdiri dari unsur berikut.

(1) Kata Menimbang memuat alasan/tujuan/kepentingan/
pertimbangan tentang perlunya dikeluarkan Peraturan.
Pengetikan rumusan pertimbangan diawali dengan huruf
kecil, dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut dengan
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menggunakan huruf kecil secara alfabetis, dan diakhiri
dengan tanda titik komag;).

(2) Kata Mengingat memuat peraturan perundang-undangan
sebagai dasar pengeluaran Peraturan. Pengetikan
peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf
kapital dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut
dengan menggunakan angka Arab dan diakhiri dengan
tanda titik komac;).

(3) Jika dianggap perlu, dapat ditambahkan kata
Memperhatikan di bawah kata Mengingat, yang memuat
hal-hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan
dikeluarkannya Peraturan tersebut. Pengetikan kelompok
Memperhatikan, sama dengan cara pengetikan kelompok
Mengingat.

c) Diktum

Ketentuan penulisan Diktum adalah sebagai berikut.

(1) Diktum dimulai dengan kata Memutuskan yang diletakkan di
tengah-tengah secara simetris, diketik dengan huruf kapital,
dan diakhiri dengan tanda titik dua (:), selanjutnya diikuti
dengan kata Menetapkan yang diketik ditepi kiri.

(2) Substansi yang ditetapkan dicantumkan setelah tanda titik
dua(:) yang mengikuti kata Menetapkan secara berurutan
dalam pasal-pasal.

(3) Jika materi kebijakan pokok yang dicantumkan terlalu
panjang atau terlampau luas lingkupnya, dapat dijadikan
lampiran Peraturan, dan halaman terakhir lampiran tetap
harus ditanda tangani oleh pejabat yang sama. Dalam hal
seperti itu, Peraturan berfungsi untuk mengesahkan
kebijakan yang dituangkan didalam lampiran Peraturan.

(4) Di dalam diktum dicantumkan pula ketentuan-ketentuan
pengatur lainnya, seperti penentuan saat berlakunya
Peraturan, pembatalan/pencabutan, ketentuan lain, atau
pengaturan lebih lanjut.

d) Kaki

Bagian kaki Peraturan terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan Peraturan;

(2) nama jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
koma(,);

(3) tanda tangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden;

(4) nama lengkap Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan
gelar.

4) Penomoran

(1) Penomoran Peraturan dilakukan secara berurutan dalam tahun
takwim/kalender.

(2) Untuk penomoran Peraturan di bawah angka 10, tidak
menggunakan awalan angka 0 (nol).
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Contoh yang salah:

PERATURAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR 01 TAHUN 2015

Contoh yang benar:

PERATURAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 2015

1 - Nomor urut Peraturan dalam tahun takwim/kaiender
2015 : Tahun 2015

5) Pengabsahan

Suatu Peraturan yang sudah ditandatangani, dan dengan demikian
sudah disahkan, memeriukan pengabsahan dari pejabat yang
berwenang sebelum digandakan dan didistribusikan. Pengabsahan
merupakan suatu pernyataan bahwa suatu Peraturan telah dicatat
dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam hal itu. Pengaturan pengabsahan
ditentukan sebagai berikut:

a) Pengabsahan dicantumkan dibawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan
aslinya dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta
dibubuhi dengan cap dinas.

b) Pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan
Peraturan, diketik ftd. (singkatan dari terfanda) sebagai
pengganti cap dinas dan tanda tangan yang asli.

c) Pejabat yang berhak memberikan pengabsahan pada
Peraturan adalah pejabat serendah-rendahnya Eselon Il yang
secara fungsional menangani bidang hukum, atau bidang
administrasi umum, atau pejabat lain yang berwenang sesuai
dengan substansi Peraturan.

6) Distribusi
Distribusi Peraturan disampaikan kepada pejabat yang dipandang
perlu mengetahuinya atau dilakukan menurut keperluannya.

7) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
a) Seluruh halaman naskah Peraturan menggunakan kop naskah
dinas dengan Logo Dewan Pertimbangan Presiden tanpa
alamat, termasuk Penjelasan dan Lampiran/Sublampiran (apa
bila ada).
b) Naskah asli Peraturan, termasuk yang diparaf oleh pejabat
yang mengajukan, harus disimpan sebagai pertinggal.

8) Format Peraturan
Format Peraturan dapat dilihat pada Contoh 3A dan 3B.
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CONTOH 3A
FORMAT PERATURAN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(

(
PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(
NOMOR x TAHUN xxxx
(
TENTANG

(
XXXKHKKRXXKRIK XXXXXXXKXXKKK XXHXXXXKXXKAXKAK XXXXXXXXX
XXXXXXXHX XXHXXXXXK XXKXXXK
(

(
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(

(
KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(
(
Menimbang : 8. bahwa XXX000XXX OO0V XXX X KXX XXX KX XXX ;
b. bahwa XX000XXXXXXXX XXX IXOUKIXX XXX

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxxox XxxxXxxx,
2. Peraturan Pemerintah Nomor xx Tahun xxxx tentang XxxxoxXXxXXXxx;
(
MEMUTUSKAN:
{
Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG

XUXXAAXKXX XXX XXX KKK XKXKKXKKXKXKXXXXKKKXK.

Pasal 1
XXXXXXHOHXCXXH XX KKK KX XXX XXXKEXHXXXX LXK XK XKXXIIOOXHXEKK
(
Pasal 2
XXX IO XK IXXX KX KKK XXX XXX XXX XXXXX,
{
dan seterusnya.

(

(
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal x Januan xxxx

(
KETUA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

(
(
(

(
XAXXXHXXX XXXXXXXXXXXXKX
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CONTOH 3B
FORMAT SALINAN PERATURAN

e
it
DEWAN PERTIMBANGAN PRESICEN

(
PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

{

NOMOR x TAHUN xxxx
(
TENTANG

(
XEXXXXKXKEXK KEXXKXKLXHXKK XXXXKXXXXKKXKX XXXXXX XXX
XAKXXHXXK XXKXXKXXX XXXXXX
(

(
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(

(

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(
(

Menimbang : a. bahwa XX00000¢ XX XXX XXXXXX K IO XIX XA XIOODVTHXION |
b. bahwa X0 XX IXXKIKIXIOCOXNK I XIOOCOONCOX ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxooom Xxxxxxxx;
2. Peraluran Pemerintah Nomer xx Tahun 30 tentang Xxxoo00000x;
(
MEMUTUSKAN:
(
Menetapkan ; PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG

XXXAXXXXXK XXXAKXKXXXXKXKXKX XK XKXXXXXXKXKXXX,

Pasal 1
KXCOUGOOOONNIX XXX KINICKIIIVOK XXX IO IOIOCOTNXIIX X XIXX .

{
Pasal 2
KXXRHXCKIKIKIX XXX XIXOOOXOOOOVCXHOOTOOOKIKINXXKX K IOOOXKX .

dan seterusnya.
(

{
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal x Januari xox

(

KETUA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(

(

XXOOOKXKXXEXK XXXXXKIOK KIOKXHKX

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(

(

(

{

OO KHIK KKK
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b. Keputusan

1)

2)

3)

Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan di

bidang administrasi yang bersifat tidak mengatur dan

merupakan pelaksanaan dari suatu kebijakan pokok, yang

digunakan untuk:

a) menetapkan atau mengubah status personel/materiil/
keuangan,

b) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu badan
kepanitiaan/ tim; dan

c) menetapkan pelimpahan wewenang.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

Keputusan adalah:

a) Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sesuai
dengan tugas dan fungsinya, untuk hal-hal yang berkaitan
dengan pembentukan kepanitiaan/tim di lingkup bidang
tugasnya,;

b) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dan Pejabat
Eselon II;

¢) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dan Pejabat
Eselon Il khusus untuk pembentukan Sekretariat Tim
sepanjang hal tersebut diatur dalam Keputusan
pembentukan Tim yang bersangkutan.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari beberapa unsur berikut.

(1) Kop naskah dinas menggunakan Logo Lambang Negara
atau Logo Kementerian Sekretariat Negara. Logo
Lambang Negara untuk Keputusan Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, sedangkan Logo Kementerian
Sekretariat Negara  untuk  Sekretaris Dewan
Pertimbangan Presiden dan Pejabat Eselon II.

(2) Kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan diletakkan secara simetris di bagian
tengah, diketik dengan huruf kapital, dan diletakan dua
spasi di bawah nama jabatan.

(3) Nomor diketik dengan huruf kapital, dan diletakan satu
spasi di bawah kata Keputusan secara simetris.

(4) Kata tentang diketik dengan huruf kapital, dan diletakan
satu spasi di bawah nomor secara simetris.

(5) Rumusan Judul Keputusan diketik dengan huruf kapital,
dan diletakan satu spasi di bawah kata tentang secara
simetris.

(6) Nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
Keputusan diketik dengan huruf kapital, diletakan dua
spasi di bawah judul secara simetris, dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,).
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b)

d)

Konsideran

Konsideran diketik dua spasi di bawah nama jabatan dan

berturut- turut terdiri dari beberapa unsur berikut.

(1) Kata Menimbang memuat alasan/tujuan/kepentingan/
pertimbangan tentang perlunya dikeluarkan Keputusan.
Pengetikan rumusan pertimbangan diawali dengan huruf
kecil, dan jika lebih dari satu, maka diberi nomor urut
dengan huruf kecil secara alfabetis, diakhiri dengan
tanda titik koma (;).

(2) Kata Mengingat memuat peraturan perundang-undangan
sebagai dasar pengeluaran Keputusan. Pengetikan
peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf
kapital dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut
dengan menggunakan angka Arab, diakhiri dengan
tanda titik koma (;).

(3) Jika dianggap perlu, dapat ditambahkan
Memperhatikan di bawah kata Mengingat, yang
memuat hal-hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan
dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut. Pengetikan
kelompok Memperhatikan sama dengan cara
pengetikan kelompok Mengingat.

Diktum

Ketentuan penulisan bagian diktum adalah sebagai berikut.

(1) Sistematika dan cara penulisan diktum Keputusan
dengan penjabaran Substansi Keputusan diawali dengan
bilangan bertingkat, seperti Kesatu, Kedua, dan Ketiga.

(2) Khusus untuk Keputusan tentang penetapan status
pegawai ditambahkan pernyataan:

- Salinan, yang menunjukkan para pejabat yang berhak
menerima salinannya,

- Petikan, yang berisi nama pegawai secara
perorangan yang tercantum dalam Keputusan, dan
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diperhatikan.

(3) Di dalam diktum dicantumkan pula ketentuan-ketentuan
pengatur lainnya, seperti penentuan saat berlakunya
Keputusan, pembatalan/pencabutan, ketentuan fain, atau
pengaturan lebih lanjut.

Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;

(2) nama jabatan yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan,

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
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a. Penomoran
1) Penomoran Keputusan dilakukan secara berurutan dalam tahun
takwim/kalender.
2) Untuk penomoran Keputusan di bawah angka 10, tidak
menggunakan awalan angka O (nol).

Contoh yang salah:

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR 01 TAHUN 2015

Contoh yang benar:

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 2015

1 . Nomor urut Peraturan dalam tahun takwim/kalender
2015 : Tahun 2015

b. Pengabsahan

Suatu Keputusan yang sudah ditandatangani, dan dengan demikian
sudah disahkan, memerlukan pengabsahan dari pejabat yang
berwenang sebelum digandakan dan didistribusikan. Pengabsahan
merupakan suatu pernyataan bahwa suatu Keputusan telah dicatat
dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam hal itu. Pengaturan pengabsahan
ditentukan sebagai berikut:

1) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan
aslinya dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta
dibubuhi dengan cap dinas.

2) Pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan
Keputusan, diketik ttd. (singkatan dari tertanda) sebagai
pengganti cap dinas dan tanda tangan yang asili.

3) Pejabat yang berhak memberikan pengabsahan pada
Keputusan adalah pejabat serendah-rendahnya Eselon Il yang
secara fungsional menangani bidang hukum, atau bidang
administrasi umum, atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan substansi Keputusan sedangkan untuk Sekretaris
Dewan Pertimbangan Presiden tidak memeriukan pengabsahan

c. Distribusi
Distribusi Keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan
untuk diketahui dan diperhatikan, dan kepada pejabat yang
dipandang perlu mengetahuinya.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan
1) Keputusan vyang ditandatangani oleh Ketua Dewan
Pertimbangan Presiden/ Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden, salinan dan petikannya dilegalisasi oleh pejabat
serendah-rendahnya Eselon [I yang ditunjuk sesuai dengan
substansi Keputusan.
30



2)
3)

4)

Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan
Pertimbangan Presiden akan dibuatkan salinannya.

Seluruh halaman naskah Keputusan menggunakan kop naskah
dinas dengan Logo Dewan Pertimbangan Presiden/Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden (tanpa alamat termasuk
Lampiran (apabila ada).

Naskah asli Keputusan, termasuk yang diparaf oleh pejabat yang
mengajukan, harus disimpan sebagai pertinggal.

. Format Keputusan

Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 4A (bersifat umum),
4B (Lampiran Keputusan), 4C (Salinan Keputusan), dan 4D (Petikan
Keputusan).
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CONTOH 4A

FORMAT KEPUTUSAN (BERSIFAT UMUM)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
(

(
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Menimbang

Dasar

Menetapkan

PERTAMA
KEDUA
KETIGA

(
NOMOR X TAHUN XXXX
{
TENTANG

(
VO 000000.00.009099900 00009000 000000090¢¢4

1 9.0.9.0.0.0.09.9009.0000.9006.990690.0066¢04
(

{
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(

{
a. bahWaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b. bahWaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(
1. Undang-Undang Nomor xx Tahun xxxx tentang XxxxxxxxXxXXXxxxxx:

2.Peraturan Pemerintah Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxxxxxxxxxx;
(

(
MEMUTUSKAN:
(

(.
(

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
{

: XX)(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
(

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
(
(

(
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal x Januari xxxx
{

ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

(
(
(
§
XXXKXXXXKX XX XXX XXX X
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CONTOH 4B
FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN (PEMBENTUKAN TIM)

LAMPIRAN KEPUTUSAN

ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR ;X TAHUN XXXX

TANGGAL o XX Januari XXXX

(
(

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX
(

(
(

Nama Jabatan dalam Tim

HlwiING =

(

(
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal x Januari xxxx

(
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(

(
(
E
§00.9.0.0.4.0.00.0¢90.90.900¢
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CONTOH 4C
FORMAT SALINAN KEPUTUSAN (PEMBENTUKAN TIM)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(

(
SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(
NOMOR X TAHUN XXXX
{
TENTANG
(
MO0 00.0.0.0.9.00.9.0.0909000000000 0000000690601
) 9,0.0.9.0.00.0.009.09 0000909 080069066 064
(

(
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(

{
Menimbang . 8.bahwaxxxx XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXKXXX:
b. bahwaxo;x XX XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXKXX

(
Dasar : 1. Undang-Undang NomorxxTahunxxxxtentangXxxxxxxxx:

2.Peraturan Pemerintah Nomor xxTahunxxxxtentangXxxx;
{

ME MUT(USKAN :
Menetapkan (
((
PERTAMA § X XXX XX XHXKXHXIHHX XK XK XXX KKK XXX X KX XX XKXXHICHKICNHXXXKNKK.
KEDUA : )(xxxxxxxxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
KETIGA : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
2, XXXXXXX XXXXXXXX
3. dst

(

(

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal x Januari xxxx

{
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Ttd.

XXXXXXXXXLX XXX XXX XX
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(
(
(
{

HXXXXXKX KX XHXXKXX XXX
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CONTOH 4D
FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(
(

(
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
(

NOMOR X TAHUN XXXX
(

TENTANG

{
1.9.9.9.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0,00.0.0.900.00006900600004

) 9.9.9.9.9.9.0.0.9.0.9.9.9.0.0.0.69.9¢099000 0009004
{

{

ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
{
(

Menimbang . dst;
Mengingat : :dst;
MEMUT(USKAN:
Menetapkan . dst; ‘
KESATU : s
KEDUA . Mengangkat: ‘
1s.d. 10 dst;

11, Sdr Xxxxxx Xxxxxx sebagai XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKX XXX XXX XXXXXX
Pangkat/Gol. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Eselon x.x.

Sebagai anggota Tim Kajian Xxxxxx XXXXXXXXXXX XXHXXX XXXXXXXXX.
(
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
(
SALINAN dst.

(
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
(
(

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggat x Januari xxxx

{
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
Tid.

KXXXXXXXKXXXKXXXXXXXX
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
(
{
{
{
XXXXXXXX XXXXXXX
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